Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

K eabsahan pernyataan keputusan rapat berdasarkan akta risalah rapat
umum FEijemegalr\}? saham perseroan terbatas di bawah tangan : studi
kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/2010 = The
validity of the statement of minutes of meetings based on the
unauthentic deed of a minutes of meeting on general meeting of
shareholders of the limited liability company : case study on Supreme
Court Verdicts Number 1860 K/PID/2010

Rizky Firji Junizar, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20364964& lokasi=|okal

Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi
aktarisalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan
Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan
tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat nomor 3 tanggal
6 januari 2006 yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat nomor 2 tanggal 6 januari 2006. Bahwa
dalam akta nomor 3 dimasukkan kata-kata akta nomor 2 tersebut telah mendapat pengesahan dari yang
berwajib, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehingga timbul permasalahan dalam tesisini yaitu apakah akta pernyataan keputusan rapat PT 1VU
mengenai penyesuaian seluruh anggaran dasar harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat dijadikan dasar untuk pembuatan akta pernyataan keputusan
rapat selanjutnya mengenai perubahan data Perseroan. Bahwa ternyata akta nomor 2 tersebut memuat berita
acararapat PT 1VU mengenal penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas
yang menurut undangundang untuk hal tersebut tidak diperlukan pengesahan hanya persetujuan perubahan
anggaran dasar sgja sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam
penafsiran kata pengesahan tersebut karena yang dimaksudkan kata pengesahan dalam akta nomor 3 tersebut
adalah untuk akta pendirian PT IVU dan bukan akta nomor 2 tersebut dan akta nomor 3 tentang perubahan
data Perseroan tetap bisa dibuat walaupun akta nomor 2 tentang penyesuaian anggaran dasar tersebut belum
disetujui oleh Menteri.

...... The statement of minutes of meetingsis a notary deed (authentic deed) as a parties deed which contains
the essences of minutes of meeting the general meeting of shareholders of the limited liability company that
were made as an authentic deed. On the verdict of the Supreme Court number 1860 K/Pid/2010, a notary
public in Surakarta was reportedly related to charges of entering false information in making the statement
of minutes of meeting deed no. 3 dated 6 January 2006 based on the statement of minutes of meeting deed
no. 2 dated January 6, 2006. That in deed number 3, the wording of the deed number 2 were also included
and it has been approve from the authorities, in this case the Minister of Justice and human rights.

Problems that were appoint in the thesis is whether statement of minutes of meetings of PT 1VU which
contains the adjustment of all articles of association must be obtained approval from the Minister Of Justice
And Human Rights Republic Of Indonesia that can be used as a basis for making the statement of minutes of
meetings on the amendments of the company data for next meeting. That turns on that deed number 2
contain the adjustment of article of association of PT 1VU to the Limited Liability Company Act which
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according to the act those thing does not need endorsement only approval of the amendment of articles of
association, in this case is District Court and High Court was wrong in exegesis the passage word for word
intended ratification in the deed number 3isfor PT VU article of association and not deed number 2 and
the deed number 3 contains the data of the company can still made although the number 2 about the
adjustment articles of association wasn't been approved by the Minister.



